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Abstrak   

Aplikasi E-ABK 2024 merupakan sistem berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat uraian tugas, menetapkan target, serta 

mengunggah data pendukung secara sistematis. Aplikasi ini dirancang agar perangkat daerah dapat 

mengukur beban kerja masing-masing jabatan secara objektif dan efisien, serta sebagai dasar dalam 

perencanaan kebutuhan pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan 

aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengacu pada teori efektivitas Duncan yang meliputi 

indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara. Analisis 

data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efektivitas penerapan aplikasi E-ABK 2024 masih belum optimal. Terdapat 

ketidaksesuaian antara jumlah target yang ditetapkan dan data pendukung yang diunggah, masih 

terdapat kekeliruan dalam penggunaan format dokumen yang telah ditentukan, serta adanya 
pegawai yang masih mengerjakan tugas di luar uraian jabatannya. Saran dari penelitian ini adalah 

penjadwalan koordinasi pengumpulan data, forum penyamaan pemahaman antar seksi, pelatihan 

internal mengenai regulasi aplikasi, pemutakhiran panduan pengisian, simulasi teknis dalam 

sosialisasi, pendampingan secara berkelanjutan, serta evaluasi sarpras secara berkala.  

  

Kata Kunci:  Efektivitas, Aplikasi E-ABK 2024, Analisis Beban Kerja  

  

Abstract   

The E-ABK 2024 application is an electronic-based system developed by the Organisation Division 
of the Surabaya City Regional Secretariat to record job descriptions, set targets, and systematically 
upload supporting data. This application is designed to enable regional agencies to objectively and 
efficiently measure the workload of each position, as well as to serve as a basis for planning staffing 

requirements. This study aims to analyse the effectiveness of the implementation of the E-ABK 2024 
application in the Office Administration Position in the General and Personnel Sub-Division of 
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Tegalsari District, Surabaya City. The research method used is qualitative with a descriptive 
approach, referring to Duncan's effectiveness theory, which includes indicators of goal 

achievement, integration, and adaptation. Data collection was conducted through interviews, 
observations, and documentation, using interview guidelines as instruments. Data analysis 
included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate 
that the effectiveness of the E-ABK 2024 application implementation is still not optimal. There is a 
mismatch between the set targets and the supporting data uploaded, errors in the use of the 
specified document format, and employees still performing tasks outside their job descriptions. 
Recommendations from this study include scheduling data collection coordination, forums to align 

understanding across sections, internal training on application regulations, updating the filling 
guidelines, technical simulations during socialisation, continuous mentoring, and regular 
evaluation of infrastructure.  

  

Keywords: Effectiveness, E-ABK 2024 Application, Workload Analysis  

  

Pendahuluan   

Analisis Beban Kerja merupakan langkah yang saling terkait dengan analisis jabatan, 

di mana beban kerja setiap jabatan dievaluasi untuk memastikan distribusi kerja yang 

seimbang dan optimal di seluruh organisasi. Pelaksanaan analisis beban kerja pada 

dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan efektivitas, efisiensi, dan 

profesionalisme sumber daya manusia aparatur di setiap instansi. Dengan adanya analisis 

ini, diharapkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dijalankan dengan baik, 

berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara (Didik 

Haryanto, 2021, hal. 2). Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat memberikan 

suatu ukuran bagi pegawai atau unit organisasi dalam pembagian tugas serta pelaksanaan 

kegiatan, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, prestasi 

kerja, penataan formasi pegawai, serta perbaikan sistem prosedur kerja dan manajemen 

lainnya (Buchari, 2021, hal. 1).  

Dalam pelaksanaan analisis beban kerja di Indonesia diatur dalam tiga pedoman 

dengan ketentuan yang berbeda, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008. Ketiga peraturan ini menjadi acuan dalam menyusun 

analisis beban kerja pada setiap organisasi. Namun terdapat perbedaan signifikan pada 

metode dan pendekatan dalam masing-masing pedoman, khususnya dalam perhitungan jam 

kerja efektif.   

Perbedaan dalam ketiga regulasi tersebut terletak pada aspek dalam perhitungan 

jam kerja efektif per minggu, per hari, dan per tahun dihitung menggunakan allowance 

berbeda. Jam kerja efektif, yang dihitung dengan mengurangi jam kerja formal dengan 

allowance (waktu tidak bekerja), menjadi dasar penting dalam mengukur beban kerja dan 

efisiensi setiap unit kerja. Perbedaan allowance dalam peraturan-peraturan tersebut, yaitu 

Peraturan PANRB No 1 Tahun 2020 dan Peraturan BKN No 9 Tahun 2022 memiliki 

allowance 30%, Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

memiliki allowance 25%. Perbedaan perhitungan dari jam kerja efektif tersebut akan 
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menjadi alat pengukur dari beban kerja yang dihasilkan pada setiap unit kerja. Melalui 

penerapan pedoman ini, pemerintah dapat merancang struktur organisasi yang lebih efektif, 

memastikan setiap unit memiliki jumlah pegawai yang sepadan dengan beban kerja dan 

tanggung jawabnya.   

Aplikasi E-ABK 2024 merupakan sistem elektronik yang dirancang untuk 

melakukan pengukuran dan perhitungan beban kerja pada tiap jabatan atau unit kerja, serta 

menyajikan informasi terkait tingkat efektivitas dan efisiensi kerja perangkat daerah 

berdasarkan jumlah pekerjaan yang ditangani. Penyusunan E-ABK 2024 mengacu pada 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja. Namun, saat ini telah terbit Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah menjadi acuan 

terbaru dalam menentukan nama jabatan (Kemdikbud, 2024). Dalam rangka menyesuaikan 

dengan perubahan ini, Bagian Organisasi melakukan pembaruan data dan nomenklatur 

jabatan pada aplikasi E-ABK 2024 dengan memastikan data beban kerja yang tercatat 

dalam aplikasi akurat dan relevan dengan struktur organisasi yang berlaku di masingmasing 

perangkat daerah.  

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Surabaya 

bertanggung jawab untuk memasukkan data terkait beban kerja dan jabatan di unit kerjanya 

masing-masing. Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun (2020) tentang pedoman Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam analisis 

jabatan, setiap OPD harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan tugas, tanggung 

jawab, serta alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 

Melalui inovasi pengembangan sistem Analisis Beban Kerja berbasis elektronik, 

diharapkan mampu menyajikan gambaran nyata mengenai kebutuhan pegawai di setiap 

Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, sistem ini juga berperan sebagai dasar 

pertimbangan dalam merumuskan jumlah formasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai 

secara tepat, serta membantu mengurangi ketimpangan distribusi pegawai maupun 

penumpukan pegawai di beberapa perangkat daerah.  

Pada pelaksanaan dalam pengisian E-ABK 2024, Bagian Organisasi memberikan 

pembekalan melalui zoom meeting pada masing-masing perangkat daerah terkait 

penggunaan aplikasi. Namun, dalam proses pelaksanaan di lapangan masih terdapat 

beberapa permasalahan yang ditemukan sehingga perlu ditinjau lebih dalam, khususnya 

pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.   

1. Masalah pertama terdapat pada target. Target merupakan hasil yang diharapkan dari 

pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan di awal untuk setiap 

jabatan. Target ini biasanya harus didukung oleh bukti berupa dokumen atau kegiatan 

yang tercatat, serta disesuaikan dengan norma waktu pelaksanaannya. Berikut tampilan 

permasalahan pada target.  
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Gambar 1.2 Formulir isi pada Web E-ABK 2024  
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Sumber : Data diolah Peneliti, 2024  

  

Pada kolom ”Target” terdapat jumlah target sebanyak 24. Hal ini berarti jabatan 

terkait, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan nama staf 

Pengadministrasi Perkantoran, harus mencantumkan dan melaksanakan 24 kegiatan 

berdasarkan uraian tugas staf yaitu "Melaksanakan entry data Aplikasi Barang dan 

Kartu Stok" serta dilengkapi bukti data pendukung.  
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Gambar 1.3 Data Pendukung pada Web E-ABK 2024  

 

Sumber : Data Pendukung pada Web E-ABK 2024  

  

  

Setelah melakukan pengecekan pada data pendukung, dapat dilihat pada gambar 1.3 

diatas menunjukkan bahwa data pendukung yang di unggah hanya 1 kegiatan yang 

dilakukan dalam frekuensi Tahunan (1), artinya melaksanakan entry data aplikasi 

barang dan kartu stok dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kegiatan saja. Seharusnya 

data pendukung dicantumkan sebanyak 24 kegiatan yang sesuai dengan target yang 

telah dicantumkan.  

  

2. Masalah kedua, kurangnya pemahaman pegawai terkait aplikasi tersebut. 

Informasi ini dibuktikan dengan hasil observasi peneliti dalam pengisian E-ABK 

2024 di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.  

“Pada awal pengisian masih ditemukan banyak permasalahan terkait unggah 

dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh 

Bagian Organisasi. Namun seiring berjalannya waktu pada proses pengisian 

sampai tahap verifikasi akan tetapi masih terdapat pengisian yang belum 

mengalami perkembangan”. (Hasil Observasi Peneliti). Berikut ini adalah 

tampilan permasalahan yang ditemukan pada proses unggah data pendukung.  

  

Gambar 1.4 Contoh Format Data Pendukung  
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Sumber : Dokumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya  

  

Berdasarkan Gambar 1.4 Bagian Organisasi telah menetapkan format khusus yang 

harus digunakan oleh setiap OPD saat mengisi E-ABK 2024. Dengan adanya format 

ini, diharapkan proses pengisian menjadi lebih konsisten, sehingga Bagian 

Organisasi dapat lebih mudah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap data yang 

diinput.  

Gambar 1.5 Halaman Uraian Tugas  
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Sumber : Data diolah Peneliti, 2024  

  

Gambar 1.5 menunjukkan tabel rincian uraian tugas pada jabatan Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari, dengan nama staf Pengadministrasi 
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Perkantoran. Tabel tersebut memuat informasi mengenai tugas dan fungsi 

Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dengan uraian tugas 

”Mendistribusikan Surat”. Hasil kerja berupa kegiatan, target 24, dan frekuensi 

tahunan (1) serta dilengkapi bukti data pendukung.  

  

Gambar 1.6 Data Pendukung pada Web E-ABK 2024  

  

  
Sumber : Data Pendukung pada Web E-ABK 2024  

  

Setelah melakukan pengecekan pada data pendukung pada tombol biru, pada gambar 

1.6 menampilkan aplikasi e-Surat yang berisi daftar surat keluar, dengan informasi 

seperti nomor surat, pengirim, tanggal, serta status surat. Namun, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa data yang diunggah ternyata tidak sesuai format yang telah 

ditentukan oleh Bagian Organisasi. Perangkat daerah menggunakan format yang 

berbeda dan tidak menggambarkan capaian uraian tugas, target, maupun frekuensi. 

Sehingga Bagian Organisasi mengalami kesulitan dalam memahami target yang ingin 

dicapai terkait uraian tugas tersebut.  

  

3. Masalah ketiga, adanya pegawai pada Jabatan Pengadministrasi   Perkantoran yang 

masih mengerjakan tugas di luar uraian jabatannya, namun belum dihitung beban 

kerjanya. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil observasi peneliti di Kecamatan 

Tegalsari Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian 

antara pelaksanaan tugas dengan uraian jabatan yang telah ditetapkan secara formal 

sehingga data yang dimasukkan mungkin tidak mencerminkan kondisi kerja yang 

sebenarnya. Berikut hasil wawancara bersama Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian: ”Sebenarnya untuk jabatan pengadministrasi perkantoran jumlah 

abknya tertulis di E-Docu tiga orang, padahal di lapangan cuma dua. Jadi satu orang 

itu sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan angka di aplikasi saja”. (Hasil 

Wawancara, Maret 2025)  

  

Metode   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tegalsari yang terletak di Jl. Tanggulangin 
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No. 12, Keputran, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60265. Sumber data yang 

digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana data primer 

diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan penelitian yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian beserta staf jabatan 

Pengadministrasi Perkantoran dan Kepala Sub Bagian Kelembagaan beserta staf Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang mendukung penelitian seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan 

Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara, observasi, dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan 

gawai. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang 

terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Kemudian mengetahui penelitian lebih lanjut, fokus penelitian ini mengacu 

pada teori efektivitas Duncan dalam buku yang berjudul “Transformasi Pembangunan 

Melalui Pelayanan Publik” (Pardede, Yanty Siahaan, 2022, hal. 498). Terdapat 3 indikator 

mengenai ukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi.  

  

Hasil dan Pembahasan   

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan analisis 

mengenai penerapan aplikasi E-ABK 2024 menggunakan  teori pengukuran efektivitas 

menurut Duncan yang meliputi 3 indikator. Berikut adalah analisis efektivitas penerapan 

aplikasi E-ABK 2024 pada jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.  

1. Pencapaian Tujuan  

Pencapaian tujuan merupakan proses bertahap yang diperlukan untuk 

mencapai hasil akhir secara optimal. Dalam pelaksanaan suatu program, diperlukan 

tahapan yang terstruktur serta periode waktu yang sesuai agar setiap bagian dari tujuan 

dapat terpenuhi secara sistematis. Hal ini sejalan dengan pendapat (Dluha, 2022, hal. 

5) bahwa keberhasilan program dapat diukur dari sejauh mana program tersebut 

mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.   

Adapun hasil penelitian terkait aspek pencapaian tujuan dalam Efektivitas  

Penerapan Aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menunjukkan 

bahwa bentuk pencapaian tujuan yang dilakukan antara pembuat kebijakan dalam hal 

ini Bagian Organisasi dan pelaksanaanya yaitu pegawai Jabatan Pengadministrasi 

Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kurang berjalan optimal. Kerja 

sama antara kedua pihak telah mendukung kelancaran implementasi aplikasi sesuai 
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dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, masih ada tantangan dalam aspek 

pelaksanaannya, terutama dalam hal ketepatan waktu. Berdasarkan penjelasan 

(Wahyudi, 2024, hal. 5040–5041) efektivitas penerapan E-ABK dapat dinilai melalui 

lima indikator utama, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam mengelola beban 

kerja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan aplikasi E-ABK 2024, 

masih ada tantangan untuk mencapai ketepatan waktu, meskipun telah dilakukan 

berbagai upaya pengawasan. Sumber kendala dari proses ini adalah kurangnya 

pemahaman teknis para Kepala Seksi dalam mengisi target data masing-masing 

pegawai. Kurangnya pemahaman tersebut berdampak pada ketidaklengkapan atau 

ketidaksesuaian data yang masuk, sehingga dapat menghambat kelancaran dan akurasi 

dalam pengelolaan informasi. Selain itu juga, durasi untuk melihat tingkat validasi data 

pendukung dalam pengisian E-ABK 2024 yang bervariasi menandakan bahwa sistem 

belum sepenuhnya efisien dan masih bergantung pada kapasitas internal 

masingmasing OPD. (Wilyanto, 2024, hal. 495–496) mengungkapkan bahwa kendala 

serupa terjadi karena komunikasi yang kurang efektif dan keterbatasan sumber daya 

menjadi faktor penghambat dalam implementasi E-ABK. Kondisi ini dapat 

menghambat pencapaian tujuan program terutama dalam aspek ketepatan waktu dan 

kualitas data yang diperlukan untuk evaluasi beban kerja secara akurat. Meskipun 

demikian, langkah yang diterapkan termasuk koordinasi langsung melalui komunikasi 

informal maupun rapat resmi. Sejalan dengan temuan (Wilyanto, 2024, hal. 497) 

peningkatan komunikasi dapat menjadi solusi untuk memastikan setiap tahapan 

berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga kelancaran pelaksanaan tugas 

tetap terjaga. Langkah yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan melakukan koordinasi langsung, baik melalui komunikasi informal maupun 

dalam rapat resmi. Kasubag Umpeg memiliki inisiatif untuk memanggil atau 

mengingatkan Kepala Seksi guna memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dapat 

terjaga. Keterlambatan dalam pengisian uraian tugas serta pengunggahan data 

pendukung mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi dan kepatuhan terhadap 

jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih efektif, seperti 

peningkatan sosialisasi, pelatihan teknis setiap perangkat daerah memenuhi 

kewajibannya tepat waktu.  

Target yang diterima oleh para pelaksana yaitu pegawai Jabatan 

Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga 

menunjukkan ketidaksesuaian dimana seharusnya dalam mengentry data Aplikasi 

Barang dan Kartu Stok 24 kegiatan dalam 1 tahun di aplikasi E-ABK 2024 menjadi 1 

kegiatan saja dalam hitungan 1 tahun. Adanya kesalahan format yang ditentukan oleh 

Bagian Organisasi pada penguploadan data pendukung di aplikasi juga menjadi 

penyebab ketidaksesuaian target. Serta adanya pegawai pada jabatan Pengadministrasi  

Perkantoran yang masih mengerjakan tugas di luar uraian jabatannya. (Wilyanto, 2024, 

hal. 496) menekankan kendala teknis dalam implementasi E-ABK seringkali berkaitan 

dengan kurangnya koordinasi antara beberapa pihak. Temuan ini sejalan dengan 
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kondisi yang terjadi, di mana format dan detail data yang menjadi acuan masih menjadi 

tantangan bagi pegawai, menyebabkan perbedaan pemahaman dalam pengisian data. 

Meskipun demikian, Kasubag Umpeg memiliki peran dalam melakukan review akhir 

guna memastikan bahwa data yang diunggah telah sesuai dengan prosedur dan standar 

yang ditetapkan. Selain itu juga, akurasi uraian tugas jabatan yang ada belum 

sepenuhnya menggambarkan tugas harian pegawai. Masalah yang kemungkinan 

muncul yaitu pegawai tersebut terlibat dalam tugas tidak resmi di bidang lain. Ketika 

pegawai merasa bahwa tugas yang mereka lakukan tidak sepenuhnya tercakup dalam 

uraian tugas resmi, mereka mungkin merasa terdorong untuk mengambil inisiatif dan 

menyelesaikan pekerjaan yang dianggap penting, meskipun itu berada di luar tanggung 

jawab resmi mereka. Adapun perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami 

cara menginput uraian tugas berpotensi menghambat validasi data. Sebagaimana 

diungkapkan oleh (Wahyudi, 2024, hal. 10) yang menekankan perlunya sosialisasi 

lebih mendalam agar pegawai mampu memahami alur pengisian dengan tepat. Oleh 

karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan kualitas data yang 

lebih akurat. Bagian Organisasi dengan Tim analisis beban kerja telah melakukan 

pencocokan data dengan uraian tugas dan eksistensi pegawai secara berkala untuk 

memastikan kesesuaian dengan kebutuhan PD. Hal ini menunjukkan perlunya 

sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif agar proses pengisian data dapat 

dilakukan dengan lebih akurat dan sesuai standar. Selain itu juga menetapkan batasan 

yang jelas mengenai tanggung jawab peran setiap pegawai. Hal ini dapat membantu 

mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa pegawai tidak merasa terpaksa 

untuk mengambil alih tugas di luar uraian jabatan mereka.  

Pemahaman terhadap dasar hukum oleh pegawai yang masih diperlukan 

pembelajaran menunjukkan bahwa masih terdapat aspek-aspek teknis yang belum 

sepenuhnya dikuasai yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data dengan realitas. 

Sebagian besar staf belum memahami proses penyusunan Analisis Beban Kerja karena 

hanya beberapa orang yang mengerjakannya. Selain itu, adanya ketidaksepahaman 

dalam proses penyebarluasan informasi yang juga menyebabkan adanya perbedaan 

pendapat antara Bagian Organisasi dan Kecamatan Tegalsari. Menurut (Wahyudi, 

2024, hal. 10) menunjukkan bahwa efektivitas penerapan E-ABK bergantung pada 

pemahaman pengguna terhadap aplikasi dan mekanisme kerja. Temuan ini relevan 

dengan kondisi Kecamatan Tegalsari, di mana pemahaman pegawai terhadap aplikasi 

masih belum merata. Sosialisasi yang diterima pegawai Jabatan Pengadministrasi 

Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terkait E-ABK 2024 hanya 

berasal dari mahasiswa magang di Bagian Organisasi. Sedangkan, menurut Bagian 

Organisasi sosialisasi terkait dasar hukum telah dilakukan melalui zoom dan 

pendampingan perangkat daerah. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa metode 

sosialisasi yang digunakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat 

(Wilyanto, 2024, hal. 495) menekankan bahwa minimnya komunikasi antara unit kerja 

merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan E-ABK di tingkat 

kecamatan.  Sosialisasi yang dilakukan sebaiknya lebih intensif dan terstruktur, 
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sehingga pegawai tidak hanya mendapatkan informasi secara sepintas, tetapi juga 

memperoleh pendampingan dalam penerapan aplikasi. Untuk mengatasi tantangan ini, 

diperlukan evaluasi terhadap metode sosialisasi yang telah digunakan, pembuatan 

panduan yang lebih sistematis, pelibatan lebih banyak pihak dalam proses sosialisasi, 

serta mekanisme umpan balik yang memungkinkan pegawai menyampaikan kesulitan 

mereka. Strategi lain dilakukan oleh Bagian Organisasi bagi perangkat daerah untuk 

memantau kepatuhan ketentuan pelaksanaan E-ABK 2024 sesuai dasar hukum yang 

menjadi acuan dengan melakukan desk.  

2. Integrasi  

Integrasi merupakan suatu pengukuran terhadap tingkat kemampuan sebuah 

organisasi dalam melaksanakan sosialisasi serta membangun komunikasi dengan 

berbagai organisasi lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Habibah, 2025, hal. 7) 

bahwa integrasi mencerminkan suatu aspek yang mencerminkan kemampuan 

organisasi dalam menangani komunikasi yang melibatkan prosedur dan proses 

sosialisasi. Dengan adanya integrasi yang efektif, organisasi dapat meminimalkan 

kesenjangan informasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan bahwa seluruh 

pihak yang terlibat memahami dan melaksanakan perannya secara optimal.  

Adapun hasil penelitian, prosedur pengisian aplikasi E-ABK 2024 pada 

Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menunjukkan bahwa bentuk integrasi yang 

dilakukan antara pembuat kebijakan yaitu Bagian Organisasi dan pelaksanaanya yaitu 

pegawai Kecamatan Tegalsari pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini 

disebabkan banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami cara kerja aplikasi 

berisiko mengalami kesalahan atau kebingungan dalam proses pengisian. Pendekatan 

yang didasarkan pada indikator beban kerja dianggap lebih akurat dalam menentukan 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, karena memperhitungkan beban kerja aktual 

dibandingkan dengan standar umum (Aytona et al., 2022, hal. 6). Namun, keberhasilan 

metode ini sangat bergantung pada sejauh mana prosedur kerja telah diselaraskan 

dengan kebijakan yang berlaku. Tanpa koordinasi yang baik, pegawai akan mengalami 

kesulitan dalam menerapkan kebijakan secara konsisten. Selain itu, kesulitan pengisian 

karena prosedur tersedia tahun 2023, tanpa adanya pembaruan atau penyesuaian yang 

relevan untuk pelaksanaan E-ABK 2024. Ketidakjelasan dalam panduan pengisian 

aplikasi E-ABK 2024 menyebabkan inkonsistensi data, khususnya pada uraian jabatan. 

Kendala yang sering menimbulkan kebingungan pegawai pada pengisian uraian 

jabatan, dikarenakan tiap seksi memiliki persepsi yang berbeda soal aktivitas kerjanya 

yang berpengaruh pada validitas analisis kebutuhan pegawai dan berdampak pada 

analisis beban kerja. (Chen et al., 2023, hal. 347) menyatakan bahwa beban kerja dan 

penghargaan non ekonomis memiliki peran dalam membentuk perilaku proaktif 

pegawai. Namun, efektivitas faktor-faktor tersebut dalam mendorong proaktivitas 

pegawai bergantung pada pemahaman yang memadai dan sosialisasi yang baik. Dalam 

penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman serta keterbatasan sosialisasi 
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menyebabkan pegawai kesulitan menjalankan tugas administratif secara efisien. Hal 

ini dapat menghambat integrasi program terutama dalam dalam aspek prosedur pada 

pengisian E-ABK 2024. Meskipun demikian, Bagian Organisasi telah mengungkap 

bahwa prosedur cukup jelas bagi pegawai yang telah mengikuti proses ini sejak awal, 

namun pegawai baru hasil mutasi mengalami kesulitan akibat kurangnya 

pendampingan dan pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan 

yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai 

dalam pengisian aplikasi E-ABK 2024.  

 Sosialisasi yang efektif menjadi kunci utama dalam memastikan pegawai 

memahami dan menjalankan prosedur dengan benar. Soerjono dalam (Laduni & 

Wibawani, 2023, hal. 7) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses di mana individu 

diarahkan untuk mengenali, memahami, menaati, dan menjalani  sesuai dengan norma 

serta nilai yang berlaku. Sebagai pembuat aplikasi, Bagian Organisasi telah 

melaksanakan sosialisasi kepada perangkat daerah, khususnya kepada pegawai pada 

Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. (Zulfa & Rosdiana, 2024, hal. 7) menekankan 

bahwa efektivitas sosialisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem 

digital seperti E-ABK, terutama dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap 

mekanisme pengisian data. Hasil penelitian menunjukkan, sosialisasi diberikan 

melalui berbagai metode, termasuk platform zoom dan petunjuk teknis, serta 

melibatkan penyelia untuk mendampingi perangkat daerah. Namun, meskipun 

sosialisasi telah dilakukan, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam 

memberikan pemahaman yang mendalam terkait pengisian dalam aplikasi E-ABK 

2024. Hal ini karena sosialisasi yang diberikan hanya bersifat umum, penjabaran 

teknisnya terkait tugas dan tanggung jawab pegawai, serta pengisian kebutuhan riil 

pegawai dan pemetaan beban kerja, menjadikan pegawai belum sepenuhnya 

menguasai cara pengisian data yang tepat. Kurangnya sosialisasi banyak pegawai yang 

merasa masih kesulitan dalam mengisi data secara tepat, karena materi sosialisasi lebih 

banyak memberikan pemahaman umum dan belum merinci langkah-langkah teknis 

yang diperlukan. Selain itu juga, komunikasi dari pegawai pada Jabatan 

Pengadministrasi Perkantoran dengan penyelia yang disediakan oleh Bagian 

Organisasi masih dinilai kurang. Akibatnya setiap pegawai melakukan pengisian 

dengan kemauannya sendiri, tanpa meminta arahan dengan penyelia. Hal ini dapat 

menghambat integrasi program terutama dalam aspek sosialisasi yang diperlukan 

strategi yang lebih sistematis dan terarah dalam menyampaikan materi sosialisasi.  

3. Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, memastikan program berjalan selaras dengan kondisi lapangan, serta 

mempertahankan efektivitas dan ketahanan dalam menghadapi perubahan. Menurut 

(Shabrina et al., 2024, hal. 476) adaptasi ini bergantung pada sarana dan prasarana 

yang memadai serta sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan 
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pelayanan sesuai perencanaan. Dalam memberikan layanan berkualitas, keberadaan 

sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang mendukung kelancaran proses 

adaptasi, karena fasilitas yang tersedia berperan dalam menciptakan kenyamanan 

bagi pengguna selama pelayanan berlangsung. Hal tersebut termasuk dalam 

faktorfaktor yang mendukung proses adaptasi, di mana sarana dan prasarana yang 

disediakan diharapkan dapat memberikan kenyamanan selama proses pelayanan 

berlangsung.  

Adapun hasil penelitian terkait aspek adaptasi dalam Efektivitas Penerapan 

Aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menunjukkan bahwa 

bentuk adaptasi yang yang dilakukan antara pembuat kebijakan dalam hal ini 

Bagian Organisasi dan pelaksanaanya yaitu pegawai Jabatan Pengadministrasi 

Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian cukup baik. Hal ini 

disebabkan karena ada beberapa fitur dalam aplikasi yang tidak sempat dibahas saat 

pelatihan, sehingga waktu pengisian pegawai Jabatan Pengadministrasi 

Perkantoran harus memahami dan mencari tahu sendiri. Kurangnya panduan teknis 

yang lengkap menyebabkan pegawai harus mencari solusi sendiri, sehingga 

meningkatkan risiko kesalahan dalam pengisian data. (Zulfa & Rosdiana, 2024, hal. 

7) menekankan bahwa efektivitas sosialisasi sangat menentukan keberhasilan 

implementasi sistem digital seperti E-ABK, terutama dalam meningkatkan 

pemahaman pegawai terhadap mekanisme pengisian data. Dalam menghadapi 

kendala tersebut, pegawai Jabatan Pengadministrasi Perkantoran mengatasinya 

dengan berkoordinasi langsung kepada penyelia aplikasi atau berdiskusi dengan 

rekan kerjanya. Upaya ini menunjukkan inisiatif individu dalam mencari solusi, 

tetapi juga mengungkap bahwa koordinasi terkadang berjalan lambat, terutama saat 

menghadapi kendala teknis yang membutuhkan penyelesaian segera. Menurut 

Duncan dalam (Harahap et al., 2021, hal. 84) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu 

organisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan organisasi tersebut 

dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Organisasi yang mampu beradaptasi 

secara cepat dan efektif akan berhasil menghadapi dinamika perubahan, sedangkan 

organisasi yang lambat atau gagal dalam melakukan penyesuaian akan mengalami 

dampak negatif akibat perubahan tersebut. Oleh karena itu, strategi jangka panjang 

yang perlu diterapkan adalah penyediaan materi pelatihan yang lebih lengkap dan 

terstruktur serta peningkatan kompetensi penyelia agar dapat menangani masalah 

teknis dengan cepat dan tepat. Bagian Organisasi mengakui bahwa program 

pelatihan atau bimbingan bagi pegawai dalam penggunaan aplikasi E-ABK 2024 

masih kurang, pelatihan hanya pelatihan perhitungannya bukan pelatihan 

penggunaan aplikasinya. Diperlukan pelatihan teknis yang mencakup penggunaan 

aplikasi E-ABK 2024 secara langsung, agar pegawai memahami setiap fitur dan 

prosedur dengan jelas. Selain itu, bimbingan berkelanjutan dan dukungan teknis 

perlu disediakan untuk memastikan pegawai dapat mengoperasikan aplikasi dengan 

tepat tanpa kendala. Kondisi ini mengakibatkan banyak pegawai mengalami 
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kesulitan dalam merumuskan uraian tugas, menghitung beban kerja, dan 

mendeskripsikan kegiatan dalam bentuk narasi yang tepat. Selain itu, saat proses 

validasi data, ditemukan sejumlah data yang tidak mencerminkan kondisi kerja 

sebenarnya, sehingga proses verifikasi menjadi lebih sulit dan berdampak pada 

ketepatan dalam pengambilan keputusan.  

Selain peningkatan kemampuan, aspek penting lain dalam proses adaptasi 

terhadap aplikasi E-ABK 2024 adalah memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan 

secara efektif, diperlukan fasilitas yang mendukung setiap tahapannya. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Moenir dalam (Dewanty & Nawangsari, 2024, hal. 641) 

bahwa sarana dan prasarana memiliki peran penting sebagai faktor pendukung 

dalam meningkatkan kemampuan program untuk beradaptasi, sehingga 

ketersediaannya harus dipastikan agar setiap tahap pelaksanaan berjalan optimal. 

Tersediannya fasilitas yang memadai menjadi pondasi utama untuk memastikan 

bahwa proses administrasi dan penginputan data dapat berjalan lancar, tepat waktu, 

dan sesuai standar yang ditentukan. Oleh karena itu, kelengkapan dan kesiapan 

sarana prasarana, seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta dukungan 

teknis lainnya sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan sistem aplikasi 

E-ABK 2024. Pegawai pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari, diketahui bahwa perangkat 

komputer dan koneksi internet yang stabil merupakan kebutuhan utama dalam 

mendukung penginputan data aplikasi E-ABK 2024. (Wilyanto, 2024, hal. 6) 

menekankan bahwa keberhasilan implementasi E-ABK tidak hanya terletak pada 

ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada sistem pemantauan berkala terhadap kondisi 

perangkat yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas yang 

tersedia saat ini telah memenuhi kebutuhan dasar, namun evaluasi secara rutin 

terhadap kondisi perangkat masih terbatas. Hal ini dibuktikan bahwa evaluasi hanya 

dilakukan ketika terjadi kendala teknis saja. Kecamatan Tegalsari menyebutkan 

bahwa Sekretaris Camat dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas 

memastikan kesiapan perangkat dan jaringan. Penanggung jawab ini merupakan 

langkah yang tepat agar pemeliharaan fasilitas berjalan dengan baik dan lebih 

terkoordinasi. Akan tetapi, efektivitas dari penanggung jawab ini tetap 

membutuhkan sistem pemantauan dan pelaporan yang terstruktur agar dapat 

menjamin keberlanjutan operasional aplikasi. Adapun strategi dalam meningkatkan 

ketersediaan fasilitas dilakukan melalui mekanisme pengajuan secara berjenjang 

kepada pimpinan. Pendekatan ini sesuai dengan prosedur penganggaran, tetapi 

harus diperkuat dengan pemetaan kebutuhan yang didasarkan pada data yang akurat 

dan terstruktur. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya juga turut 

berperan dalam memastikan sarana yang tersedia memadai. Melalui pembuatan 

petunjuk teknis dalam bentuk PDF, pendampingan langsung ke lapangan, serta 

dukungan akses informasi yang luas, Bagian Organisasi memberikan kontribusi 

penting dalam aspek pemahaman teknis dan aksesibilitas aplikasi. Adapun 

tanggung jawab utama terhadap kesiapan fasilitas aplikasi berada di Sub Bagian 
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Kelembagaan dan Analisis Jabatan, meskipun tanggung jawab pengelolaan fasilitas 

secara umum tetap melekat pada setiap perangkat daerah. Hal ini menandakan 

perlunya koordinasi antar lembaga agar tugas dan wewenang tidak tumpang tindih, 

melainkan saling mendukung dalam satu ekosistem kerja yang harmonis. Adapun 

kendala dalam penyediaan fasilitas juga tidak ditemukan hambatan yang signifikan 

dari sisi aksesibilitas aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dirancang 

dengan fleksibilitas tinggi melalui jaringan WiFi atau LAN yang dapat diakses dari 

berbagai Lokasi. Dengan dibukanya akses jaringan di berbagai titik, perangkat 

daerah tidak lagi bergantung pada lokasi fisik tertentu untuk menggunakan aplikasi, 

yang berarti efisiensi waktu dan mobilitas kerja dapat tercapai secara lebih 

maksimal.  

  

  

Penutup   

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Aplikasi E-ABK 

2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, peneliti menggunakan teori Duncan sebagai dasar 

untuk mengukur efektivitas melalui 3 indikator, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, 

Adaptasi. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:  

1. Pencapaian Tujuan   

Indikator Pencapaian Tujuan pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dinilai 

kurang optimal. Pada sub indikator kurun waktu, masih ditemukan keterlambatan 

tiap tahunnya akibat ketergantungan antar seksi dan perbedaan tingkat kesiapan data. 

Pada sub indikator sasaran, pelaksanaan pengisian aplikasi E-ABK 2024 telah 

diarahkan untuk mencerminkan beban kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari 

jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Namun, masih terjadi ketidaksesuaian antara 

target dengan data pendukung akibat perbedaan pemahaman antar Kepala Seksi 

mengenai kegiatan yang relevan dengan jabatan dimaksud. Serta adanya pegawai 

yang masih mengerjakan tugas diluar jabatannya. Sementara dalam sub indikator 

dasar hukum, regulasi yang digunakan sebagai rujukan seperti Permenpan RB 

Nomor 1 Tahun 2020 telah tersedia dan digunakan. Namun, pemahaman terhadap 

regulasi aplikasi belum merata.  

  

2. Integrasi   

Indikator integrasi pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya telah dilakukan, 

namun belum mencapai tingkat optimal. Pada sub indikator prosedur, kendala utama 

yang dihadapi adalah pemahaman pegawai terhadap prosedur pengisian yang masih 

mengacu pada panduan tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan kebingungan 

terutama bagi pegawai baru hasil mutasi. Selain itu, pada sub indikator sosialisasi 
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melalui zoom dan menyediakan petunjuk teknis dalam bentuk dokumen PDF, namun 

informasi yang disampaikan dinilai belum menyentuh aspek teknis secara mendalam.    

  

3. Adaptasi   

Indikator adaptasi yang mencangkup peningkatan kemampuan dan sarana 

dan prasarana dapat diambil kesimpulan bahwa pada Jabatan Pengadministrasi 

Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota 

Surabaya berlangsung dengan cukup baik. Pada sub indikator peningkatan 

kemampuan, adapun peran aktif penyelia tim analisis beban kerja dalam membantu 

pelaksana menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi selama proses pengisian. 

Meskipun pegawai masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur 

aplikasi, menyusun uraian tugas, serta memahami perhitungan beban kerja. 

Sementara dalam sub indikator sarana dan prasarana, dari ketersediaan sarpras 

seperti komputer dan jaringan internet pada jabatan Pengadministrasi di Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian telah memadai. Namun, evaluasi terhadap perangkat masih 

bersifat reaktif dan belum dilaksanakan secara berkala, sehingga berpotensi 

menghambat optimalisasi penggunaan aplikasi.   

  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan 

saran sebagai bahan masukan dan evaluasi mengenai Efektivitas Penerapan Aplikasi 

E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sebagai berikut:  

1. Pencapaian Tujuan  

a. Peningkatan Koordinasi antar Seksi secara Terjadwal  

Disarankan untuk membuat agenda koordinasi rutin antar Kepala 

Seksi agar sinkronisasi waktu dan kesiapan data dapat dilakukan secara 

lebih terencana dan tidak menimbulkan keterlambatan pengisian aplikasi. 

Dengan ini, ketergantungan dapat diminimalisir dan distribusi tanggung 

jawab menjadi lebih merata.  

b. Penyamaan Persepsi melalui Forum Diskusi Jabatan  

Perlu diadakan forum diskusi teknis antar Kepala Seksi dan pejabat 

terkait untuk menyamakan pemahaman mengenai kegiatan apa saja yang 

relevan dengan tugas jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Ini penting agar 

target dan data pendukung sesuai dan tidak tumpang tindih. Supaya 

menghitung beban kerja yang pegawai mengerjakan tugas lain.  

c. Pelatihan Internal terkait Regulasi Aplikasi  

Meskipun regulasi seperti Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 telah 

tersedia, disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan internal atau 

refreshment singkat mengenai penerapan regulasi tersebut dalam aplikasi, 

agar pemahaman antar pegawai menjadi lebih merata.  
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2. Integrasi  

a. Pemutakhiran dan Penyebarluasan Panduan Prosedur Terbaru  

Disarankan untuk memperbarui panduan pengisian aplikasi E-ABK 

sesuai dengan versi tahun berjalan dan menyebarluaskannya kepada seluruh 

pegawai, khususnya pegawai baru hasil mutasi. Hal ini penting agar tidak 

terjadi kekeliruan akibat penggunaan referensi tahun sebelumnya yang sudah 

tidak relevan.  

b. Peningkatan Kualitas Materi Sosialisasi dengan Fokus Praktik Langsung  

Sosialisasi sebaiknya ditingkatkan dengan menambahkan sesi praktik 

langsung atau simulasi pengisian aplikasi, agar peserta lebih memahami 

aspek teknis secara konkret, bukan hanya teori dalam dokumen atau paparan 

Zoom.  

  

3. Adaptasi  

a. Pelatihan Teknis dan Pendampingan secara Berkelanjutan  

Disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan teknis secara rutin 

yang fokus pada praktik pengoperasian aplikasi, penyusunan uraian tugas, 

dan perhitungan beban kerja. Hal ini penting untuk menjembatani 

kesenjangan pemahaman teknis yang masih dihadapi oleh pelaksana.  

b. Evaluasi Sarpras Secara Berkala   

Disarankan agar dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana 

prasarana (komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya) 

secara terjadwal, bukan hanya saat terjadi gangguan. Hal ini untuk mencegah 

hambatan teknis yang bisa mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi.  
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